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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba,

pemerintah telah mengupayakan menindak tegas para sindikat dan

pengedar dengan memberikan hukuman berat, bahkan sampai hukuman

mati. Adapun bagi korban pengguna atau pecandu, pemerintah telah

mengupayakan untuk mengurangi dampak buruk akibat penggunaan

narkoba yaitu dengan cara memberikan fasilitas rehabilitasi, baik secara

medis maupun sosial. Hal ini dilakukan agar korban pengguna narkoba

dapat kembali sembuh, menjadi manusia produktif, mampu bekerja

memenuhi kebutuhan kehidupan serta keluarganya, dan menjadi generasi

bangsa yang sehat dan kuat.

Pengguna narkotika dapat dibedakan antara lain sebagai pecandu

narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika

merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika

dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik

maupun psikis, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah

seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk,

diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan

narkotika.1

1 Sumiati, Asuhan Keperawatan Pada Klien Penyalahgunaan & ketergatungan
NAPZA, Trans Info Media, Jakatra, 2016, h. 2.
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Menurut perspektif yuridis, pengguna narkoba tidak dapat

dikategorisasikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan

haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (an act

must take place that involves harm inflicted on someone by the actor).

Pandangan inilah yang kemudian mengarahkan pada pemahaman bahwa

pengguna narkoba merupakan salah satu bentuk dari kejahatan tanpa

korban (crime without victim). Hal itu berarti apabila hanya diri sendiri yang

menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai

kejahatan, sehingga tidak dapat dihukum.2

Akhir-akhir ini permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia

tidak menurun, namun justru semakin kompleks.3 Hal ini sesuai dengan

data berikut :

Tabel 1
Tindak Pidana Narkokba Tahun 2019-2021

Tahun Jlh.
Kasus

Pelaku Barang Bukti
Narkotika Sabu Ekstasi

2019 40.553 53.251 41,3 Ton 8,2 Ton 1.550.000 butir
2020 43.371 42.649 112,2 Ton 15,01 Ton 1.730.000 butir
2021 49.201 66.321 236,6 Ton 17,12 Ton 3.400.357 butir

Sumber data: Polri dan Puslitdatin BNN, 2022.

Tabel di atas menunjukan kasus narkoba setiap tahunnya

mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 kasus Narkoba yang terjadi

sebanyak 40.553 kasus, tahun 2020 terdapat 43.371 kasus dan pada

2Parasian Simanungkalit, Globalisasi Peredaran Narkotika dan
Penanggulangannya di Indonesia, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, 2011, h.23.

3Parasian Simanungkalit, “Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna
Narkoba Di Indonesia”, Jurnal Yustisia, Vol.1 No. 3 September - Desember 2018, h.80.
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tahun 2021 terdapat 2168 kasus. Meningkatnya jumlah kasus tersebut

tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat narkoba.

Tabel 2
Sanksi Pidana dan Rehabilitasi

Tahun Pelaku Sanksi
Dewasa Anak Penjara Rehabilitasi

2019 38.874 14.377 41.164 12.087
2020 31.134 11.515 29.329 13.320
2021 46.425 19.896 50.209 16.112

Sumber data: Polri dan Puslitdatin BNN, 2022.

Tabel di atas menunjukan bahwa pelaku kasus narkoba lebih

banyak dilakukan oleh orang dewasa yaitu pada tahun 2019 dengan

jumlah 38.874 sedangkan pelaku anak-anak berjumlah 14.377 orang dan

yang diberikan sanksi pidana penjara sebanyak 41.164 orang sedangkan

yang direhabilitasi sebanyak 12.087 orang. Pada tahun 2020 dengan

pelakunya orang dewasa sebanyak 31.134 sedangkan pelaku anak-anak

berjumlah 11.515 orang dan yang diberikan sanksi pidana penjara

sebanyak 29.329 orang sedangkan yang direhabilitasi sebanyak 13.320

orang. Kemudian pada tahun 2021 dengan pelakunya orang dewasa

sebanyak 46.425 orang sedangkan pelaku anak-anak berjumlah 19.896

orang dan yang diberikan sanksi pidana penjara sebanyak 50.209 orang

sedangkan yang direhabilitasi sebanyak 16.112 orang.

Khusus tindak pidana narkotika di Kepolisian Sektor Aceh Selatan

Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada table berikut :
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Tabel 3
Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Sektor Aceh Selatan

Tahun 2020-2022
No Tahun Kasus Rehabilitasi
1 2020 23 48
2 2021 23 77
3 2022 25 51

Sumber Kepolisian Sektor Aceh Selatan Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat penanggulangan

penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Sektor Aceh Selatan belum efektif

berdasarkan pada data 3 tahun terakhir mulai pada tahun 2020 sebanyak

23 kasus, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 23 kasus, dan pada

tahun 2022 sebanyak 25 kasus. Jika hasil wawancara dianalis, dapat

diketahui faktor- faktor penyebab meningkatnya kasus narkoba

diantaranya adalah pelaksanaan program dilapangan masih dinilai belum

terlalu maksimal dan masih perlu ditingkatkan, selain itu dipengaruhi pula

dengan adanya pandemi yang mana kurangnya aktivitas berfaedah

menyebabkan interaksi (pengedaran dan penggunaan) cendrung melalui

internet semakin meningkat dan semakin mempermudah akses bagi

pengedar untuk mendistribusikan narkoba dengan jangkauan yang lebih

luas

Pecandu narkotika merupakan self victimizing victims, karena

pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan (dependence)

yang semula disebut adiksi dan habitasi akibat dari penyalahguna

narkotika yang dilakukanya sendiri.4 Segala upaya dalam menyelesaikan

4 Sumarmo Ma’sum, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan
Obat, Haji Masagung, Jakarta, 2017, h.7.
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masalah narkotika di Indonesia sudah banyak dilakukan terutama oleh

para penegak hukum, akan tetapi sampai saat ini pecandu narkotika

belum berkurang bahkan cenderung bertambah. Salah satu hal yang

menyebabkan permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan adalah

pandangan masyarakat terhadap pengguna narkotika yang masih

dianggap sebagai pelaku kejahatan, sampah masyarakat, dan berbagai

stigma lainnya, sehingga pencandu dihukum penjara.5

Pecandu narkotika menurut undang-undang di satu sisi merupakan

pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya

ketentuan undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana

penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika.

Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan pecandu narkotika tersebut

merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa

terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. 6

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika menyatakakan hakim yang memeriksa perkara pecandu

narkotika dapat melakukan dua hal, yaitu pertama, hakim dapat

memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani

pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut

terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, kedua, hakim dapat

menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani

5 Dadang Hawari, Penyalahgunaan & Ketergatungan Narkotika, Fakultas
Kedoteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, h. 12

6 Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna, Narkotika, Psikotropika dan Gangguan
Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, h. 1.
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pengobatan dan/atau perawatan/rehabilitas, apabila pecandu narkotika

tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Secara

tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa korban peyalagunaan narkotika,

selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan

itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan self

victimization atau victimless crime.7 Hal ini sangat diperlukan dalam

rangka mengoperasionalkan Pasal 54 Undang Undang No. 35 Tahun

2009 tentang Narkotika di mana pecandu narkotika wajib menjalani

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kaitan ini diharapkan

penyalahguna narkoba akan dijerat dengan pasal penyalahguna saja

(Pasal 127 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan

selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika di mana hakim dapat memutus atau

menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi.8

Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya

kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para pengguna

narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai

korban atau pasien yang harus diberi empati.9 Apabila seorang pecandu

narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkotika

yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan kepada yang

7 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h.100

8 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan
Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

9 Siswanto Sumarto, Politik Hukum Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta,
Jakarta, 2012, h. 21.
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bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat

memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani

pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkotika

tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkotika,

dalam arti hanya sebagai pengguna narkotika yang termakan bujukan,

hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan

menjalani pengobatan dan/atau perawatan.10

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna narkoba tidak dapat

dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di

Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan

operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan

berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yakni Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.11

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai

self victimizing victims adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman

dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada

pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau

perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi.

Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan

dihitung sebagai masa menjalani hukuman.12

10 O.C Kaligis Narkoba dan Peradilannya di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana
Melalui Perundangan dan Peradilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017, h. 12

11 Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiariej, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus,
Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2016, h. 99

12 Ibid, h.100.
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

menganut double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak

pidana penyalahgunaan narkotika, meskipun masih bersifat kebebasan

bagi hakim dalam menjatuhkan vonis atau putusannya dalam menangani

perkara pengguna/pecandu narkotika, berdasarkan keyakinan hakim

dalam hal memberikan sanksi tindakan.13

Perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan

narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika mengacu pada double track system, karena berdasarkan

tinjauan victimologi bahwa pecandu narkotika adalah sebagai self

victimizing victims yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap

menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun korban

dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu,

maka pecandu narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat

perlindungan. Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku

suatu tindak pidana atau kejahatan maka juga harus tetap dihukum, oleh

karena hal inilah maka dikatakan bahwa double track system dalam

perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika

adalah paling tepat.14

Double track system dalam perumusan sanksi terhadap

penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam

formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang

13 Parasian Simanungkalit, Op.Cit, h.26.
14 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2014, h.31.
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diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yakni berupa sanksi

pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika

memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya.

Di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun

di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu

sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi.

Penentuan sanksi terhadap pecandu narkotika, apakah akan diterapkan

sanksi pidana atau sanksi tindakan, penentuannya berada di tangan

hakim.15

Kebijakan untuk menempatkan korban pengguna narkoba di tempat

rehabilitasi tidak dapat berjalan secara baik karena masih terbentur

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika yang dalam hal ini korban pengguna narkoba sampai sekarang

ini masih diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, akibatnya mereka

tidak memperoleh perawatan dan pemulihan secara maksimal karena

harus mendekam di dalam penjara. Padahal jika dicermati dengan

seksama, khususnya dari perspektif medis, banyak ahli berpendapat

bahwa sebenarnya para individu pengguna narkoba merupakan korban

sindikat atau mata-rantai peredaran dan perdagangan gelap narkoba yang

sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya

para pengguna tersebut ingin lepas dari jeratan narkoba tetapi karena

syarafnya sudah teracuni candu oleh zat adiktif maka hal itu sulit dilakukan,

15 Ibid, h.33.
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oleh karena itu pengguna atau pecandu memerlukan penanganan yang

berbeda dari pasien pada umumnya.16

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan dan hal

ini sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika ditegaskan bahwa

hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkoba untuk

menjalani pengobatan dan atau perawatan. Masa menjalani pengobatan

dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal

ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang

Narkotika yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan

sosial bagi pecandu narkotika.17

Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa hakim cenderung

menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu. Akibatnya pecandu

narkotika mendekam di lapas tanpa diberi kesempatan untuk direhabilitasi,

sehingga pelaksanaan rehabilitasi belum berjalan secara maksimal.18

Melihat situasi dan kondisi semacam ini, tentu akan berujung pada tidak

selesainya persoalan narkoba, karena ini sama artinya dengan

memindahkan pecandu ke dalam tembok penjara tanpa ada upaya untuk

disembuhkan, bahkan dapat menjerumuskan mereka ke dalam peredaran

gelap narkoba. Pada dasarnya pecandu narkoba memiliki sifat adiksi

16 Ibid, h.41.
17 Siswanto Sumarto, Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi

Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, h.72.
18 BNN, “Dekriminalisasi Penyalahguna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum

Positif di Indonesia” melalui http://dedihumas.bnn.go.id. diakses 10 November 2022
pukul 20.00 wib.
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dengan tingkat relaps yang tinggi, sehingga tidak dapat pulih dengan

sendirinya, mereka perlu dibantu untuk disembuhkan.

Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

mewajibkan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, namun Undang-undang

Narkotika No. 35 Tahun 2009 Narkotika secara kontradiktif juga

memberikan hukuman penjara bagi pecandu narkotika. Kriminalisasi

terhadap pengguna narkotika terlihat dalam Bab XV Ketentuan Pidana

yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang

menjerat pelaku dalam semua perbuatan seperti memiliki, menguasai,

menyimpan, jual beli dan lain sebagainya yang memberikan pelaku

hukuman penjara bukan rehabilitasi, namun hingga saat ini tidak ada data

mengenai persentase terdakwa kasus narkotika yang mendapatkan vonis

penjara ataupun rehabilitasi.19

Asesmen penyalahguna narkotika merupakan bentuk implementasi

keprihatinan terhadap penanganan penyalah guna Narkotika di Indonesia.

Integrasi dua pendekatan tersebut dilakukan melalui mekanisme asesmen

terpadu yang di dalamnya akan menghasilkan rekomendasi dapat atau

tidaknya tersangka direhabilitasi. Pelaksanaan mekanisme asesmen

terpadu berlandaskan beberapa peraturan yaitu Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan,

Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga

Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan

19 Albert Wirya, dkk, Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Vonis Rehabilitasi,
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, (akarta, 2016, h. 5.
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Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan

Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban

Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan

Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam

Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50

Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan

Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalah guna dan Korban

Penyalahgunaan Narkotika.

Mekanisme asesmen terpadu penyalahguna narkotika merupakan

bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalah guna

Narkotika di Indonesia. Penyalah guna narkotika berdasarkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ibarat orang berdiri

pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya

pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalah guna narkotika

diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus

disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum,

penyalah guna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar

ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, terhadap

perkara penyalah guna, UU Narkotika memberikan solusi dengan

mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi.
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Implementasi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Melalui

Fungsi Asesmen Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Kepolisian Sektor Aceh

Selatan)”.

B. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum asesmen dalam upaya penyelesaian

tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri ?

2. Bagaimana mekanisme assesmen terpadu dalam penyelesaian kasus

penyalahgunaan narkotika ?

3. Bagaimana hambatan dan upaya asesmen dalam upaya penyelesaian

tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi dirsi sendiri ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum asesmen dalam upaya

penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

2. Untuk mengetahui mekanisme assesmen terpadu dalam penyelesaian

kasus penyalahgunaan narkotika.

3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya asesmen dalam upaya

penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi dirsi

sendiri.
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Adapun kegunaan atau manfaat dalam penelitian tesis ini adalah

sebagai berikut :

1. Secara teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur di bidang

hukum, khususnya implementasi Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait fungsi asesmen

dalam upaya penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika

bagi diri sendiri.

2. Secara praktis sebagai bentuk sumbangan pikiran dan masukan para

pihak yang berkepentingan sehingga dapat menilai peran masyarakat

dalam menanggulangi peredaran narkotika dan implementasi Pasal

127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika terkait fungsi asesmen dalam upaya penyelesaian tindak

pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk

mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan

kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan mambahas

masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-

pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut

diamati.20

20 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Universitas Gajah Mada
Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.
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Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa

gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji

dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan

ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas

perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas

penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.21

Snelbecker mendefenisikan teori sebagai perangkat proposisi yang

terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang

dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar

yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan

dan menjelaskan fenomena yang diamati.22

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan

atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati,

dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,

maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya

penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai permufakatan jahatan

(samenspanning) dalam kejahatan narkotika. Teori hukum yang

digunakan sebagai pisau analisis23 dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Double Track System dalam Perumusan Sanksi.

21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2016, h.6.
22Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya,

Bandung, 2013, h.34-35.
23 Teori sebagai pisau analisis yaitu teori yang digunakan untuk dijadikan

panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian terhadap temuan
fakta atau peristiwa hukum yang ada sudah sesuai dengan teori atau tidak. Selain itu,
teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi,
lihat Mukti Fajar ND dan Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 150.
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Berbicara tentang ide dasar double track system, bermakna

berbicara tentang gagasan dasar mengenai sistem sanksi yang menjadi

dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal

ini, sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana. Literatur yang

ada tidak pernah memberikan penegasan eksplisit soal gagasan double

track system, namun dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat

disimpulkan ide dasar double track system tersebut adalah kesetaraan

antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat

ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum

pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo klasik.24

Khusus dalam hal penetapan jenis sanksi ini, semula hanya dianut

single track system. Aliran klasik pada prinsipnya hanya mengatur single

track system, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana

(punishment). Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto menyatakan bahwa

aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak

pidana.25 Aliran ini muncul pada abad XVIII yang berpaham

indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang

menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga

dikehendakilah hukum pidana perbuatan (daad-straftrecht). Sistem pidana

dan pemidanaan aliran klasik ini sangat menekankan terhadap perbuatan,

bukan pada pelakunya. Sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti (the

definite sentence), artinya penetapan sanksi dalam undang-undang tidak

24 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2013, h. 24.

25 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni, Bandung, 2007, h.18.



17

dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan

faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang

dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari

perbuatan/kejahatan yang dilakukan.26

Pengaruh perkembangan kesadaran hukum masyarakat

memunculkan aliran neo-klasik yang menitikberatkan konsepsinya kepada

kebebasan kehendak manusia (doctrine of free will). Pada sekitar tahun

1810 mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual

terhadap pelaku tindak pidana. Aliran neo klasik memberikan kekuasaan

kepada hakim untuk menetapkan pidana penjara antara batas minimum

dan maksimum yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian

sistem the definite sentence ditinggalkan dan beralih kepada sistem the

indefinite sentence. Ciri dari aliran neo klasik yang relevan dengan prinsip

individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan

berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Beberapa

modifikasinya antara lain, diterima berlakunya keadaan-keadaan yang

meringankan (mitigating circumstances) baik fisikal, lingkungan maupun

mental, termasuk keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi

pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan.27

Bermuara dari konsepsi kedua aliran hukum pidana tersebut,

lahirlah ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik

sebagai berikut:

26 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni,
Bandung, 2014, h.82.

27 M. Sholehuddin, Op.Cit, h.26.
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1) Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas
personal);

2) Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas
culpabilitas; tiada pidana tanpa kesalahan);

3) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si
pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim
dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya
sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana
(perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.28

Konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem

pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi

pada pelaku dan perbuatan (daad-dader straafrecht). Jenis sanksi yang

ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan

yang relatif lebih bermuatan pendidikan daripada penderitaan.29 Sudarto

menyatakan sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka

sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya

berorientasi pada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang ditetapkan

tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan.

Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan

inilah merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep double track

system.30

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi

dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis

sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda

yaitu sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan

pemidanaan sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa

28 Ibid, h.27.
29 Ibid, h.28.
30 Sudarto, Op.Cit, h.22.
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diadakan pemidanaan itu. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya

bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih

bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi

pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang

melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera.

Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan

pada pelaku agar berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih

menekankan unsur pembalasan yang merupakan penderitaan yang

sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar sedangkan sanksi

tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan

pembinaan atau perawatan pelaku.31

b. Teori Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau Criminal Justice System

(CJS)

Pelaksanaan sistem peradilan pidana masih memiliki banyak

kelemahan dalam berbagai aspek. Kelemahan tersebut salah satunya

bersumber dari perangkat hukum positif yang belum sepenuhnya

mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang transparan,

akuntabel. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat turut mempengaruhi

kegagalan sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pada

gilirannya, akan menghambat upaya pengendalian kejahatan di

masyarakat karena pada dasarnya, menurut Mardjono Reksodiputro,

sistem peradilan pidana merupakan salah satu usaha masyarakat untuk

31Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, Politik Hukum Pidana, Kajian
Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h. 88.
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mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas toleransi

yang dapat diterimanya.32

Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated

Criminal Justice System (ICJS) merupakan unsur hukum pidana yang

sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil. Sistem

peradilan pidana (criminal justice system) merupakan suatu sistem yang

terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga

Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban

masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan

penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah

atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui

komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan

hukum terhadap hak-hak terdakwa.33

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Muladi dapat dikategorikan,

sebagai berikut :

1) Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi
dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;

2) Dikategorikan sebagai tujuan jangka menengah, apabila yang
hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan
kejahatan dalam konteks politik kriminal (criminal policy);

3) Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah
kesejahteraan masyarakat (social welfare) dalam konteks politik
sosial (social policy).34

32 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2014, h. 140

33Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang,
2015, h. 2.

34 Muladi, Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2015, h. 54
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Loebby Loqman berpendapat tujuan sistem peradilan pidana

adalah menghilangkan kejahatan (bukan penjahatnya) untuk mencapai

suatu masyarakat yang terbebas dari kejahatan. 35Selanjutnya menurut

Bassiouni bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada

umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang

mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi, yaitu :

1) Pemeliharaan tertib masyarakat;
2) Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau

bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh
orang lain;

3) Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4) Memelihara atau mempertahankan intergritas pandangan-

pandangan dasar tertentu mengenai keadilan social, marabat
kemanuaisaan dan keadilan.36

Menurut Roeslan Saleh, pidana penjara adalah pidana utama

diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat

dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.37 Barda

Nawawi Arief menyatakan pidana penjara tidak hanya mengakibatkan

perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif

terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan

itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan

seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan

homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana.38

35 Loebby Loqman, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana, Datacom,
Jakarta, 2012, h. 22

36 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2016, h.78

37 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 2017, h. 62
38 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit., h. 84
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Terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya

kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat

serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya.Terlebih pidana

penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan

terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan

kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman

penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat

dan harga diri manusia.

Sistem Kepenjaraan sebagai suatu cara pelaksanaan pidana hilang

kemerdekaan, yang diatur dalam Gestichten Reglemen Penjara (Stb.

1917-708) sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 KUHP, sudah tidak sesuai

dengan Pancasila, karena berasal dari pandangan individualisme yang

memandang dan memperlakukan narapidana tidak sebagai anggota

masyarakat.39 Sistem Pemasyarakatan adalah satu rangkaian kesatuan

penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat

dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.40

Dikaitkan dengan penelitian ini yang akan menitikberatkan kepada

pembahasan penerapan pidana penjara dan rehabilitasi, maka

berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2010 yang mengatur tentang

menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi,

maka pengadilan termasuk ke dalam Criminal Justice System (CJS)

diharapkan dapat mewujudkan tujuan pemidanaan.

39 H.R. Soegondo, Sistem Pembinaan Napi, Insania Citra, Yogyakarta, 2016, h.2.
40 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika

Aditama, Bandung, 2016, h. 103
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c. Teori Rehabilitasi

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori treatment

dan social defence.41 Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut

teori treatment sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan

suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan

pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan

yang dimaksudkan pada aliran teori treatment yaitu untuk memberi

tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada

pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan

adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan

(treatment) dan perbaikan (rehabilitation).42

Treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan

pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang

dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan

(treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan

sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang

yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan

perbaikan (rehabilitation).43

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis

semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu

harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan

seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis,

41 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, h. 31
42 Ibid, h.32.
43 Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-

Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan
2018, h.79
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maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat

lebih bersifat tindakan (treatment) untuk melindungi kepentingan

masyarakat. Metode treatment sebagai pengganti pemidanaan,

menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari

dalam kriminologi. Metode treatment sebagai pengganti pemidanaan

sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan

secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi.

Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan

sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan,

daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan.44

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga menganut teori social

defence sebab merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang

mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak

lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. teori Social defence

berkembang setelah Perang Dunia ke-2. Tokoh terkenal dari teori ini

adalah Filippo Gramatica. Dalam teori ini, terbagi dua konsepsi yaitu:

1) Konsepsi radikal (ekstrim)

2) Konsepsi yang moderat (reformist).45

Konsepsi radikal dipelopori dan dipertahankan oleh Filippo

Gramatica. Menurut Gramatica, “hukum perlindungan sosial” harus

menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari

44 Ibid, h.81
45 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Op.Cit, h.

35.
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hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu kedalam

tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

2. Kerangka Konseptual.

Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk

pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada

penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi pada usaha

merumuskan defenisi-defenisi operasional diluar peraturan perundang-

undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu

penelitian.46

Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut

ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai defenisi

operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Implementasi adalah indakan/pelaksanaan dari sebuah rencana yang

telah disusun secara matang.47

b. Asesmen adalah perkembangan penanganan tindak pidana narkotika

secara khusus pecandu narkotika adalah dilakukan tindakan asesmen.

Asesmen merupakan proses dalam mendapatkan data atau informasi

dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memantau

perkembangan proses pembelajaran serta memberikan umpan balik.

c. Pecandu narkotika menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib

46 Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Gremedia Pustaka Utama,
Jakarta 2014, h. 24

47 Zainal Abidin Farid, Bentuk-bentuk Khusus Perwujuduan Delik dan Hukum
Penintensier, Raja Grafindi, Jakarta,2016, h..37.
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Lapor Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau

menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada

Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

d. Narkotika menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 35 tahun

2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa nNarkotika zat atau obat

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun

semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam

golongan-golongan sebagaima terlampir dalam Undang-undang

Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan

memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum asesmen dalam upaya penyelesaian tindak

pidana penyalahgunaan narkotika bagi dirsi sendiri diatur dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010.

2. Mekanisme assesmen terpadu dalam penyelesaian kasus

penyalahgunaan narkotika adalah memadukan hasil analisa antara

tim medis dan tim hukum terhadap penentuan tersangka tindak

pidana narkotika apakah termasuk kategori penyalah guna narkotika

atau pengedar narkotika.
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3. Hambatan dan upaya asesmen dalam upaya penyelesaian tindak

pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri adalah

kekhawatiran penyidik dalam penerapan pasal tunggal, timbul

penolakan dari Tim Asesmen Terpadu untuk mengasesmen terpadu,

perbedaan pandangan terkait ketentuan yang multi tafsir, timbul

celah bagi oknum penyidik untuk memanfaatkan perbedaan istilah,

keraguan penyidik dalam bertindak.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di

perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa

penelitian tentang “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika Melalui Fungsi Asesmen Dalam Upaya Penyelesaian

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika(Studi Di Kepolisian Sektor

Aceh Selatan)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan

perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian

tentang narkotika tetapi jelas berbeda yaitu :

1. Andre Fauzi Siregar. Nim : 130200256, ”Tinjauan Yuridis Penerapan

Rehabilitas Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Dihubungkan Dengan UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010”. Tesis ini

membahas tentang :

a. Bagaimanakah pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna dan

pecandu narkotika ?
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b. Apakah rehabilitasi sebagai perwujudan dari UU No. 35 tahun 2009

tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4

Tahun 2010 dalam Mengangulangi Penyalahgunaan Narkotika ?

c. Bagaimana kebijakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban

penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4

Tahun 2010 dalam mengangulangi penyalahgunaan narkotika ?

2. Dika Syahputra, Nim : 140200088, ”Tinjauan Yuridis Tentang

Penjatuhan Hukuman Rehabilitasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Relevansinya Dengan Tujuan Pemidanaan”. Tesis ini menekankan

pada :

a. Bagaimana pengaturan hukuman rehabilitasi di dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat

Edaran Mahkamah Agung ?

b. Bagaiman relevansi tujuan penghukuman rehabilitasi bagi

penyalahgunaan narkotika ?

c. Bagaimana efektivitas hukuman rehabilitasi terhadap tindak pidana

narkotika ?

3. Nur Aulia Sari, Nim: 10500113229. “Analisa Yuridis Terhadap

Implementasi Dan Kewenangan Hakim Dalam Memberikan

Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan

Negeri Pontianak No. 503/Pid.B/2010/PN. PTK)”. Rumusan masalah

dalam tesis ini adalah :
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a. Bagaimanakah pengaturan perundang-undangan tindak pidana

narkotika dan ketentuan penegakan hukum terhadap seorang

pecandu Narkotika ?

b. Bagaimanakah klasifikasi atau batasan kewenangan hakim dalam

pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika ?

c. Bagaimana Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Pontianak

dalam memberikan Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang

dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok

bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di

atas. Dengan demikian tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan

hukum yang dikemukakan di atas.

G. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif analisis yang ditujukan

untuk menggambarkan secara tepat, akurat, dan sistematis gejala-gejala

hukum terkait penerapan sanksi pidana tidak melakukan wajib lapor

pecandu narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini

menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan

yuridis empiris. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang

meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem
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norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari

peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin

(ajaran).48 penelitian yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian

lapangan ke Polres Aceh Selatan dan melakukan wawancara dengan

Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang

Rehabilitasi Kepolisian Sektor Aceh Selatan.

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan

peraturan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus

(case approach) dalam melakukan analisa terhadap kasus (case study)

yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan Kasus (case approach)

dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang

berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan

pengadilan yang berkuatan hukum tetap.

3. Alat Pengumpulan Data

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan

kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data

dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang

dilakukan dengan menggunakan cara yaitu :

a. Studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan

dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan

kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum terter.

48Mukti Fajar ND dan Yulianto Acmad, Op.Cit, h.34.
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b. Studi lapangan (field research) yaitu penelitian lapangan di Polres Ace

Selatan dengan melakukan wawancara terhadap Indriana, Konselor

Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi Kepolisian

Sektor Aceh Selatan

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses

penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan

sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok

permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi

penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan

data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil

penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data

sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

bahan hukum tertier.49 Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah

data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang

sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian,

sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh

pemerintah.50

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

49 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, h.39.
50 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2014, h.122.
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b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya

dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan,

buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

c. Putusan-putusan Pengadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah sejumlah putusan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini

dan dengan melihat ciri-ciri dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dan

hasilkan nanti akan digeneralisasikan.

5. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah

sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam

suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.51 Data sekunder yang

telah diperoleh kemudian disistemasikan, diolah dan diteliti dan dianalisis

dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

51 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, h.41.
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BAB II

PENGATURAN HUKUM ASESMEN DALAM UPAYA PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

BAGI DIRI SENDIRI

A. Pecandu dan Peyalahguna Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani ”narkoun” yang berarti

membuat lumpuh atau mati rasa.73 Narkotika sudah dikenal sejak tahun

2000 SM dengan istilah candu atau madat atau opium, yaitu sebagai alat

untuk upacara-upacara ritual atau untuk pengobatan, dan perdagangan

candu mulai berkembang pesat di Mesir, Yunani, Timur Tengah, Asia dan

Afrika Selatan, dengan pemakai terbesar dari etnis Cina. Kemudian pada

tahun 1803 seorang apoteker Jerman menemukan sejenis opium atau

candu, yang diberi nama morfin (dari bahasa Latin ”morpheus” yaitu nama

dewa mimpi Yunani).74

Perbedaan psikotropika dengan narkotika adalah psikotropika

merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan

narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada

susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas

mental dan perilaku. Sedangkan narkotika adalah suatu obat atau zat

alami, sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan turunnya

kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan

perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat

tersebut secara terus menerus.

73 F.Asya, Narkotika dan Psikotropika, Asa Mandiri, Jakarta, 2014, h.81.
74 Ibid, h.82.



34

Indonesia bukan hanya negara transit narkotika lagi, tetapi sudah

menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi

pengekspor narkotika jenis ganja, ekstasi dan lain-lain dengan indikasi

adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri

maupun paket dan kurir dari luar negeri yang di alamatkan langsung ke

Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat

padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkotika.

Sangat banyak ditemukan jaringan peredaran narkotika yang berada di

suatu negara termasuk Indonesia yang setelah dilacak ternyata

mempunyai jaringan internasional.75

Kemiskinan menyebabkan orang rentan terhadap penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkotika. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan

peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian

kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang

ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika.

Penggunaan narkotika secara ilegal di seluruh dunia termasuk

Indonesia menunjukkan peningkatan tajam merasuki semua bangsa dan

umat semua agama, sehingga benar-benar mengkhawatirkan. Di tanah air

sekarang penyalahgunaan narkotika sudah merambah di seluruh pelosok

tanah air, segala lapisan sosial ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja,

hotel, dan lain-lain.

75 D. Soedjono, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara,
Bandung, 2017, h.18.
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Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah memasuki kelompok

remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan

bangsa-bansa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di

perkotaan maupun di pedesaan. Penyalahgunaan narkotika adalah

penggunaan salah satu beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa

aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga

menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi

sosialnya.76

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan

perilaku. Apapun penyebabnya pesannya yang penting adalah bahwa

penggunaan narkotika di luar keperluan medis berbahaya, merusak dan

menimbulkan beban berat yang tidak terpikulkan bagi diri, keluarga,

masyarakat, bangsa dan umat manusia. Penyalahgunaan narkotika

adalah menggunakan narkotika dengan tidak tepat guna, tanpa hak dan

melawan hukum. Sebagai contohnya adalah mengonsumsi narkotika

dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan indikasi klinisnya)

serta tidak sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang diberi ijin untuk

menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksinya).

Menurut Subagyo Partodiharjo, secara umum penyalahgunaan

narkotika terdiri dari empat tahap, yaitu : tahap coba-coba, tahap pemula,

tahap berkala, dan tahap tetap atau madat, yang selengkapnya adalah

sebagai berikut:

76 M. Ridha Ma’roef, Narkotika Masalah dan Bahayanya, Marga Djaya, Jakarta,
2016, h.94.
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1. Tahap coba-coba, merupakan tahap awal dalam pemakaian narkotika.

Mulanya hanya mencoba, kemudian menjadi mau lagi dan lagi. Sangat

sulit untuk mengenali gejala awal pemakaian narkotika ini karena

tanda-tanda perubahan pada tubuh sebagai dampak narkotika belum

terlihat. Hanya orang yang peka dan benar-benar akrab dengan

pemakai saja yang dapat merasakan sedikit adanya perubahan

perilaku seperti: timbulnya rasa takut dan rasa malu yang disebabkan

oleh perasaan bersalah dan berdosa. 77

2. Tahap pemula, merupakan peningkatan dari tahap coba-coba,

semakin lama menjadi terbiasa. Anak mulai memakai narkotika secara

insidentil (pada saat sedih, atau pada saat mau ke pesta), dan sudah

merasakan kenikmatannya. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah

secara psikis menjadi lebih tertutup, jiwanya resah, gelisah, kurang

tenang serta lebih sensitif, dan secara fisik berbeda-beda sesuai

dengan jenis narkotika yang dipakai, dapat berubah menjadi lebih

lincah, lebih periang, dan lebih percaya diri dan sebaliknya dapat

berubah menjadi tampak lebih tenang atau pun mengantuk.52

3. Tahap berkala, merupakan kelanjutan dari pemakai insidentil yang

terdorong untuk memakai lebih sering lagi. Selain merasa nikmat,

pemakai juga merasakan sakit kalau terlambat atau berhenti

mengonsumsi narkotika, yang biasa disebut dengan kondisi sakaw.

Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis sulit bergaul

77Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, h.17.

52 Ibid.
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dengan teman baru, pribadinya menjadi lebih tertutup, lebih sensitif,

mudah tersinggung, mulai gemar berbohong, dan secara fisik bila

sedang memakai tampak normal, bila tidak sedang memakai tampak

kurang sehat, kurang percaya diri, murung gelisah, malas, semakin

jelas dibandingkan tahap kedua (pemula).53

4. Tahap madat, merupakan tuntutan dari tubuh pemakai narkotika

secara berkala. Tubuhnya sendiri menuntut untuk semakin sering

memakai dengan dosis yang semakin tinggi pula, dan jika tidak

memakai akan mengalami penderitaan (sakaw). Pada tahap ini

pemakai sama sekali tidak dapat lepas lagi dari narkotika. Gejala yang

muncul pada tahap ini adalah : secara psikis sulit bergaul dengan

teman baru, sensitif, mudah tersinggung, egois, mau menang sendiri,

gemar berbohong dan menipu, sering mencuri, merampas, tidak tahu

malu demi memperoleh uang untuk narkotika, dan secara fisik

badannya kurus, lemah, loyo, mata sayu, gigi menguning kecoklatan

dan keropos, serta terdapat bekas sayatan atau tusukan jarum suntik.

Dampak atau akibat buruk dari penyalahgunaan narkotika menurut

Subagyo Partodiharjo antara lain adalah dampak terhadap fisik, dampak

terhadap mental dan moral, serta dampak terhadap keluarga, masyarakat,

dan bangsa.78 Dampak terhadap fisik, pemakaian narkotika yang sudah

sampai pada tahap berkala akan mengalami sakaw (rasa sakit yang tidak

tertahankan) jika terlamabat mengonsumsi narkotika, pemakai narkotika

53 Ibid, hal. 21
78 Ibid, hal. 23
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juga dapat mengalami kerusakan pada organ-organ vital tubuh sebagai

akibat langsung dari adanya narkotika dalam darah, seperti : kerusakan

paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan usus. Sedangkan penyakit

sekunder yang ditimbulkan akibat pemakaian narkotika adalah dapat

terkena penyakit infeksi seperti hepatitis B/C, HIV/AIDS, dan sipilis

(sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri spirochaeta

pallid).54

Pemakaian yang overdosis akan berakhir pada sebuah kematian.

Dampak terhadap mental dan moral, pemakaian narkotika yang berupa

kerusakan fisik seperti kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, dan seluruh

jaringan tubuh, beserta organ-organ vital tubuh lainnya dapat

menyebabkan munculnya stres pada yang bersangkutan, sehingga semua

penderitaan yang dialami tersebut membuat perubahan pada

sifat/perangai, sikap, serta perilaku seperti: paranoid atau selalu curiga

dan bermusuhan, psikosis atau jahat, bahkan tidak peduli terhadap orang

lain (asosial). Bahkan karena sudah menjadi kecanduan maka tidak sedikit

pula penyalahguna narkotika yang mental dan moralnya rusak, kemudian

menjadi penipu, penjahat, serta pembunuh sekedar untuk mendapatkan

uang supaya dapat membeli narkotika.55

Dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa antara lain

adalah berupa masalah psikologi, masalah ekonomi/keuangan, serta

masalah kekerasan dan kriminalitas. Masalah psikologi akan muncul

54Hari Sasangka, Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar
Maju, Bandung, 2013, h.116.

55Ibid, h.117.
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dalam keluarga yang mempunyai anggota keluarga sebagai

penyalahguna narkotika, di antaranya adalah gangguan keharmonisan

dalam rumah tangga karena rasa malu kepada tetangga dan masyarakat.

Masalah ekonomi/keuangan juga akan menimpa keluarga dan masyarakat

yang mempunyai anggota keluarga/anggota masyarakat sebagai

penyalahguna narkotika. Banyak uang yang terbuang untuk pengobatan

dalam jangka panjang serta banyak terjadi pencurian atau kehilangan

barang di lingkungan keluarga/masyarakat tersebut. Masalah kekerasan

dan kriminalitas merupakan akibat dari masalah ekonomi/keuangan, yang

dapat meningkat menjadi kekerasan dan kriminalitas, yang bermula dari

keluarga kemudian merembet ke tetangga, kemudian ke masyarakat luas,

yang akhirnya sampai ke seluruh pelosok negeri. Kejahatan muncul di

mana-mana, kekacauan merata, kemiskinan meluas, yang kesemuanya

tersebut akan menghambat pembangunan dan menghancurkan masa

depan bangsa.56

Narkotika tidak selamanya membawa malapetaka, dan juga tidak

selalu berkonotasi negatif. Apabila digunakan dengan baik, tepat dan

benar narkotika akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penggunaan

narkotika dan psikotropika yang dibenarkan hanyalah untuk kepentingan

medis, misalnya untuk pembiusan pada saat operasi atau sebagai

pengobatan penderita depresi, serta untuk pengembangan ilmu

pengetahuan yaitu sebagai bahan penelitian.

56 Ibid, h.119.
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Penggunaan narkotika ada yang digunakan secara legal dan ada

pula narkotika dan psikotropika yang digunakan secara ilegal.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada dasarnya berkaitan

dengan pelanggaran ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini berarti adanya pemakaian

dan penggunaan narkotika dan psikotropika tanpa sepengetahuan dan

pengawasan dokter yang jika digunakan secara terus menerus akan

mengakibatkan seseorang menjadi pecandu narkotika dan psikotropika.57

Penggunaan narkotika mempunyai sifat bila dipergunakan tanpa

dosis yang ditentukan oleh dokter untuk kepentingan medis, dapat

menimbulkan kecanduan yang semakin meningkat baik frekwensi

penggunaannya maupun kekuatan jenis-jenisnya. Penggunaan narkotika

di luar kontrol dokter inilah yang dinamakan penyalahgunaan narkotika

dan dianggap membahayakan baik terhadap pribadi-pribadi maupun

masyarakat.79

Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh seseorang akan

tetapi menimbulkan efek ganda yaitu selain terhadap dirinya sendiri juga

terhadap masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena pribadi merupakan

anggota masyarakat dan sebaliknya masyarakat berasal dari

perseorangan. Di samping itu penggunaan narkotika dan

psikotropika oleh seseorang akan menimbulkan kerawanan bagi

masyarakat berhubung karena si pemakai narkotika tersebut.

57 Bagong Suyanto, Penyalahunaan Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014,
h.12.

79 Ibid, hal. 25
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Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang

mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah Nasional maupun

Internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan

daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Hal ini sangat

memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkotika di

Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya

terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah

merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota

maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkotika saat ini sangat mengejutkan

karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat

produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di

depan mata. Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya melibatkan

pelajar SMU dan mahasiswa tetapi sudah merambah pelajar setingkat

Sekolah Dasar (SD).58

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang

dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu

dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan

apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik,

mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya

menganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan

tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional

maupun internasional.

58 Ibid, hal. 26.
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Dapat dikatakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang dilanda

penyalahgunaan narkotika yang sangat serius karena mengancam

generasi muda. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap

penyalahgunaan narkotika karena selain memiliki sifat dinamis, energik,

selalu ingin mencoba mereka juga mudah tergoda dan mudah putus asa

sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkotika.

Problem penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang

sangat kompleks karena sudah menjadi penyakit masyarakat yang sulit

untuk diberantas, karena masalah narkotika bukanlah semata-mata

merupakan masalah hukum (perbuatan yang melanggar hukum) yang

menjadi tanggung jawab pihak Kepolisian dan Pemerintah saja, akan

tetapi juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat sebab

perkembangan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sudah

memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan ancaman

strategis bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara ; Yang justru

dengan peran serta masyarakat secara keseluruhan, tugas aparat

penegak hukum menjadi mudah dan agak ringan sehingga komitmen

dalam rangka perang melawan narkotika dapat berjalan dengan baik.59

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sulit

untuk untuk menemukan apa yang dimaksud sebagai “pecandu narkotika”.

Menurut kamus bahasa Indonesia istilah “Pecandu” adalah orang yang

menggunakan candu (narkotika), bila dikaitkan dengan pengertian

59 Harifin. A. Tumpa, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,, h.77.
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narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, maka

dapat dikaitkan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang

menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis

maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU

Narkotika. 15

Penggunaan istilah pecandu narkotika digunakan untuk

memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika

dalam kondisi ketergantungan, untuk membedakan dengan penanam,

produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika. Penyalahgunaan

narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud

pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah

berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga

menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara terus menerus akan

mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan perilaku orang yang

memakainya. Keadaan ini bisa menimbulkan ketagihan (addiction) yang

akhirnya mengakibatkan ketergantungan (dependence).16

Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh

dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan

15 Totok Yuliyanto, Peredaran Narkoba dan Dampaknya, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2011, h. 39.

16 Ibid, h.40.
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takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila

penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan

gejala fisik dan psikis yang khas. Addiksi adalah istilah yang dipakai untuk

melukiskan keadaan seseorang yang menyalahgunakan obat sedemikian

rupa sehingga badan dan jiwanya memerlukan obat tersebut untuk

berfungsi secara normal. Ketergantungan, kecanduan, addiksi disebut

penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada

awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan

gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (relaps), dan

berlangsung progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak ditolong

dan dirawat dengan baik. 60

Dikaitkan dengan dengan orang yang menggunakan narkotika,

dalam UU Narkotika dapat ditemukan berbagai istilah antara lain:

a. Pecandu narkotika sebagai orang yang menggunakan atau

menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada

narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU

Narkotika).

b. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan

untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran

yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila

penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba,

menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. (Pasal 1 angka 14 UU

Narkotika). Ketergantungan fisik adalah suatu keadaan dimana tubuh

60Aby Maulana, “Tindak Pidana Narkotika; Penyalahguna dan Pecandu Narkotika
(Penjatuhan Tindakan Rehabilitasi)”, jurnal Ilmu Hukum, Volume I No.7 Tahun 2019,
h.19.
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membutuhkan rangsangan narkotika dan apabila pemakaiannya

dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus

zat. Sedangkan ketergantungan psikis adalah suatu keinginan yang

selalu berada dalam ingatan, maka apabila pemakaian narkoba

dihentikan akan menimbulkan kecemasan, kegelisahan dan depresi.61

c. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak

atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika)

d. Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja

menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa,

dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54

UU Narkotika)

e. Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat

menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa

narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan

sediaan tertentu.

f. Mantan pecandu narkotika adalah orang yang telah sembuh dari

ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis

(Penjelasan Pasal 58 UU Narkotika).

Seseorang yang terlibat narkotika biasanya mengalami gangguan

fungsi kerja tubuh dan perilaku dikarenakan oleh zat adiktif atau candu

yang terkandung dalam berbagai jenis narkotika. Pengguna narkotika

tidak dapat mengendalikan diri untuk berhenti begitu saja, sehingga

menghilangkan kontrol sosial mereka. Keadaan seperti ini membuat

61 Ibid, h.22
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mereka siap melakukan apa saja untuk mendapatkan narkotika. Inilah

yang membentuk karakteristik para pemakai narkotika.

Menteri kesehatan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 422/menkes/sk/iii/2010 tentang Pedoman

Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza, memberikan

gambaran bagaimana karakteristik/parameter seorang pecandu narkotika

yang dapat disimpulkan bahwa seseorang penyalahguna narkotika dapat

dikatakan sebagai pecandu narkotika adalah seseorang yang memiliki ciri

sebagai berikut:

1. Ciri pecandu narkotika secara umum:
1) Suka berbohong
2) Delusive (tidak biasa membedakan dunia nyata dan khayal)
3) Cenderung malas
4) Cendrung vandalistis (merusak)
5) Tidak memiliki rasa tanggung jawab.
6) Tidak bisa mengontrol emosi dan mudah terpengaruh

terutama untuk hal-hal yang negatif.
2. Gejala dan ciri-ciri seorang pecandu narkotika secara fisik:

Ketergantungan fisik mencakup gejala-gejala yang timbul pada
fisik pecandu yang menyebabkan pecandu tidak dapat
melepaskan diri dari ketergantungannya pada narkotika. Hal ini
dipengaruhi oleh sifat toleransi yang dibawa oleh narkotika itu
sendiri, yaitu keadaan dimana pemakaian narkotika secara
berulang-ulang membentuk pola dosis tertentu yang
menimbulkan efek turunnya fungsi organ-organ sehingga untuk
mendapatkan fungsi yang tetap diperlukan dosis yang semakin
lama semakin besar.62

Secara fisik dapat disimpulkan bahwa cirri-ciri pecandu narkotika

adalah:

a. Pusing/ sakit kepala.
b. Berat badan menurun, malnutrisi, penurunan kekebalan, lemah.
c. Mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, dan bibir

kehitam-hitaman.

62 Totok Yuliyanto, Op. Cit, h. 47
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d. Bicara cadel
e. Mual.
f. Badan panas dingin.
g. Sakit pada tulang- tulang dan persendian.
h. Sakit hampir pada seluruh bagian badan.
i. Mengeluarkan keringat berlebihan.
j. Pembesaran pupil mata.
k. Mata berair.
l. Hidung berlendir.
m. Batuk pilek berkepanjangan.
n. Serangan panik.
o. Ada bekas suntikan atau bekas sayatan di tangan.63

Ciri-ciri pecandu narkoba secara psikologis:

1. Halusinasi
Pemakai biasanya merasakan dua perasaan berbeda yang
intensitasnya sama kuat. Akibat dari ini menimbulkan
penglihatan-penglihatan bergerak, warna-warna dan mata
pemakai akan menjadi sangat sensitif terhadap cahaya terang.
Berdasarkan eksperimen yang dilakukan terhadap hewan
percobaan, efek hallucinogen ini mempengaruhi beberapa jenis
zat kimia yang menyebabkan tertutupnya system penyaringan
informasi. Terblokirnya saluran ini yang menghasilkan halusinasi
warna, suara gerak secara bersamaan. Biasanya halusinasi ini
merupakan efek dari penggunaan narkotika yang bersifat
organic (ganja) tetapi dapat juga ditimbulkan oleh narkotika
sintetis seperti putauw.

2. Paranoid.
Penyakit kejiwaan yang biasanya merupakaan bawaan sejak
lahir ini juga dapat ditimbulkan oleh pengguna narkoba dengan
dosis sangat besar pada jangka waku berdekatan. Pengguna
merasa depresi, merasa diintai setiap saat dan curiga yang
berlebihan. Keadaan ini memburuk bila pengguna merasa putus
obat, menyebabkan kerusakan permanen dalam system saraf
utama. Hasilnya adalah penyakit jiwa kronis dan untuk
menyembuhka membutuhkan waktu sangat lama. Efek ini
ditimbulkan oleh jenis shabu-shabu yang memancing keaktifan
daya kerja otak sehingga melebihi porsi kerja otak normal.

3. Ketakutan pada bentuk-bentuk tertentu.
Pengguna narkoba pada masa putus zat (sakau) memiliki
kecenderungan pisikologis ruang yang serupa diantaranya:
1) Takut melihat cahaya.
2) Mencari ruang sempit dan gelap.
3) Takut pada bentuk ruang yang menekan.

63 Ibid, h. 48
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4) Mudah terpengaruh oleh warna-warna yang merangsang.
4. Histeria.

Pengguna cenderung bertingkah laku berlebihan diluar
kesadarannya, ciri-cirinya adalah:
a. Berteriak-teriak
b. Tertawa-tawa diluar sadar
c. Menangis.
d. Merusak
Efek ini dapat ditimbulkan dari berbagai macam jenis narkotika
karena pada dasarnya, efek pisikologis yang ditimbulkan
narkotika juga dipengaruhi oleh pembawaan pribadi pecandu.64

Masalah penyalahgunaan narkotika bukan merupakan aib keluarga,

tetapi merupakan masalah nasional tanggung jawab bersama yang harus

ditanggulangi secara terpadu, terkoordinir, terarah dan berkelanjutan serta

dilakukan secara serius/sungguh-sungguh. Semua komponen bangsa

harus merasa terpanggil untuk melakukan upaya pencegahan dan

pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

dan melakukannya dengan penuh keikhlasan sebagai suatu ibadah.

Pecandu narkotika secara kenyataan belum dapat dikatakan sebagai

pecandu secara yuridis atau menurut hukum jika pecandu tersebut belum

melakukan kewajiban dan hak pecandu yang telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan tentang narkotika

Di Indonesia, perkembangan pencandu narkotika semakin pesat.

Para pencandu narkotika itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24

tahun.82 Artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada

awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkotika biasanya diawali dengan

perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya

sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan

64 Ibid, h.51
82 Ibid, h.52.
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inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut

bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi

pencandu narkotika. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami

ketergantungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 sebenarnya sangat

memberi kewenangan kepada para penegak hukum untuk dapat

memeriksa secara benar apakah seseorang itu penyalahguna murni atau

memang dia juga seorang pecandu, jika dia adalah seorang pecandu

maka ia harus segera di rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 ini di perkuat dengan

dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2011 tentang

Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga

Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dalam SEMA No 3 Tahun 2011

ini Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan adanya aturan-aturan

dalam Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25

Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, yang

juga mengatur mengenai rehabilitasi bagi korban narkotika, memberikan

posisi yang sangat sentral kepada Polisi, Jaksa dan Hakim khususnya

terkait dengan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial

sejak dalam proses penyidikan, penuntutan sampai proses pemeriksaan di

persidangan untuk membentuk penetapan, namun demikian hakim tetap

diminta dalam memberikan perintah penetapan maupun putusan tetap



50

memperhatikan dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 4

Tahun 2010.

Badan Narkotika Nasional dalam menyikapi Peraturan Pemerintah

Nomor 25 Tahun 2011 ini telah mengeluarkan Peraturan yaitu Peraturan

Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2011 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa

Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika, dalam

pertimbangannya menyatakan bahwa penyalahguna, korban

penyalahgunaan dan pecandu narkotika yang ditetapkan sebagai

tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika dan

prekusor narkotika selama proses peradilan perlu penanganan secara

khusus melalui penempatannya dalam lembaga rehabilitasi medis

dan/atau rehabilitasi sosial guna memperoleh pengobatan dan perawatan

dalam rangka pemulihan.

Peraturan Kepala BNN ini memberikan pedoman teknis dalam

penanganan penyalahguna yang ditetapkan sebagai tersangka atau

terdakwa untuk dapat menjalani rehabilitasi medis dan/atau Rehabilitasi

sosial selama proses peradilan berlangsung. Pasal 3 sampai dengan

Pasal 7 Peraturan ini Kepala Badan Narkotika Nasional Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan tata cara pengajuan

permohonan agar tersangka atau terdakwa dapat di rehabilitasi yaitu

tersangka atau terdakwa harus mengajukan permohonan secara tertulis

kepada penyidik, Jaksa Penuntut Umum, atau Hakim sesuai tingkat
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pemeriksaan, dalam Pasal 6 Peraturan ini juga dijelaskan syarat-syarat

yang harus dilengkapin agar permohonan dapat diproses lebih lanjut.

Mendeteksi penyalahguna narkotika, disamping dengan

pelaksanaan test narkotika, para pecandu narkotika yang sudah dewasa

ataupun yang belum dewasa dihimbau agar segera melaporkan kasus

kecanduannya untuk menjalani terapi rehabilitasi ditempat-tempat terapi

rehabilitasi. Proses melaporkan diri itulah yang disebut wajib lapor.

Kegiatan wajib lapor ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25

Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalah guna

narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan

demikian jelas bahwa apabila ada penyalahguna narkotika secepat

mungkin yang bersangkutan (apabila sudah dewasa) ataupun orang tua

dari penyalahguna (apabila penyalahguna belum cukup umur) segera

melaksanakan wajib lapor agar penyalah guna tersebut segera menjalani

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Masyarakat di sekitarnya harus

memprakasai kegiatan wajib lapor ini agar segera dapat mencapai

lingkungan bebas Narkoba.

Wajib Lapor Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima

Wajib Lapor, Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit dan atau lembaga

rehabilitasi medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh

Menteri Kesehatan Nomor 1305/MENKES/SK/VI/2011 Tentang Institusi



52

Penerima Wajib Lapor. Disamping itu, lembaga rehabilitasi sosial sebagai

Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Wajib lapor dilakukan dengan melaporkan pecandu narkotika

kepada Institusi Penerima Wajib Lapor. Dalam hal ini laporan dilakukan

selain pada Institusi Penerima Wajib Lapor, petugas yang menerima

laporan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor. Pecandu

yang telah melaksanakan wajib lapor dimaksud, wajib menjalani

rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana

rehabilitasinya. Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan

atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan

mempertimbangkan hasil asesmen. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan

baik di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan

rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.65

Pecandu narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi

dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan

partisipasi masyarakat. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud, dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintah dibidang sosial dan Badan Narkotika Nasional.

Di Indonesia, ada beragam perbuatan atau tindakan yang

dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika. Bukan saja menanam,

memelihara, menguasasi mengkonsumsi dan menyalahguna, tetapi juga

memperdagangkan, mengimpor, ekspor, dan memproduksi. Orang yang

65AW. Wijaya, Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika,
Armico, Bandung, 2015, h.82.
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tidak melaporkan perbuatan pidana narkotika tetapi mengetahui langsung

perbuatan itu dapat terancam pidana.

Syarat penting untuk dipidananya perbuatan itu adalah dilakukan

tanpa hak dan melawan hukum. Artinya, jika penguasaan atas narkotika

dilakukan oleh orang yang berhak, seperti dokter yang akan membius dan

dilakukan tanpa melawan hukum, maka penggunaan narkotika dapat

dibenarkan menurut hukum.66

Berdasarkan konsep rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa seorang

pecandu narkotika juga tidak dapat dituntut secara pidana. Pecandu

narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan

oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit,

dan/atau lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang ditunjuk

oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan

melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pecandu narkotika yang sudah dewasa atau keluarganya

melaporkan diri ke fasilitas rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah untuk

mendapatkan pengobatan atau perawatan, maka pecandu sangat

mungkin tidak dituntut secara pidana jika tertangkap. Syaratnya, sebelum

penangkapan itu pecandu sedang atau sudah dua kali menjalani

perawatan medis. 67

66 Ibid, h.84.
67 Wison Nadaek, Korban Ganja dan Masalah Narkotika, Indonesia Publishing

House, Bandung, 2013, h.77.

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57199c2177e74/node/758/peraturan-menteri-sosial-no-08-tahun-2014-pedoman-rehabilitasi-sosial-pecandu-narkotika-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-yang-berhadapan-dengan-hukum-di-dalam-lembaga-rehabilitasi-sosi
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Alasan tidak menuntut pecandu itu diatur tegas dalam Pasal 128

ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

menyebutkan pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana

dimaksud Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis dua kali masa

perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang

ditunjuk pemerintah tidak dapat dituntut pidana.

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika menentukan bahwa masyarakat dapat melaporkan tindak

pidana narkotika. Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang

berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ini merupakan salah

satu bentuk atau wujud peran serta masyarakat dalam pemberantasan

penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika.68

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

mewajibkan kepada setiap orang termasuk orang tua dan anggota

keluarga lainnya yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan

narkotika yang dilakukan oleh anggota keluarganya untuk melaporkan

anggota keluarganya tersebut kepada kepolisian atau pusat kesehatan

masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

68 OC. Kaligis, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana
Melalui Perundangan dan Peradilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, h.28.
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Narkotika memberi ancaman kepada siapapun yang mengetahui adanya

tindak pidana penyalahgunaan narkotika namun tidak melaporkannya.

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja tidak

melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117,

Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal

124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan

Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah).”

Pidana tidak ditujukan bagi orang-orang yang mengetahui adanya

tindak pidana narkotika saja, tetapi bagi orang tua yang tidak melaporkan

anaknya sebagai pecandu yang masih belum cukup umur dapat di pidana

dengan pidanapenjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda

paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana diatur

dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.69

Seseorang yang mengetahui adanya keberadaaan bahan-bahan

narkotika namun tidak melaporkannya tetap dapat dikenakan Pasal 131

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

menjelaskan tiga unsur, pertama unsur setiap orang, kedua unsur dengan

69 Muh Ali, Amir P., dan Imran D.S., Narkoba Ancaman Generasi Muda, Kaltim :
DPD KNPI, 2017, h.48.
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sengaja dan yang ketiga tidak melaporkan adanya tindakan pidana

narkotika. Memenuhi unsur pada pasal tersebut, yang bersangkutan dapat

dikenakan pasal tersebut dengan ancaman hukuman sau tahun penjara

dan atau denda maksimal Rp. 50 juta. Bersamaan dengan itu, jika yang

bersangkutan terbukti positif, juga akan menjalani rehabilitasi.70

Pasal Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika menyiratkan bahwa setiap orang yang mengetahui terjadinya

tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Rumusan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika menimbulkan beberapa penafsiran di dalamnya, mengenai

apakah seseorang yang diwajibkan melapor ini haruslah melihat secara

langsung ataukah atau cukup hanya dengan menerima informasi dari

orang lain pun ia harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Oleh

karena itu di butuhkan pengklasifikasian yang jelas tentang kategori

pembiaran tindak pidana di dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain seperti apakah seseorang

harus melihat langsung ataukah cukup dengan mengetahui informasi

tentang terjadinya tindak pidana tersebut sehingga seseorang dapat di

kategorikan melakukan perbuatan pembiaran tindak pidana narkotika

terkait dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.

Berdasarkan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terdapat tuntutan hukum

70 Ibid, h.49.
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bagi anggota keluarga yang tidak melapor apabila ada terjadi

penyalahgunaan narkotika di keluarganya. Pada umumnya kasus

penyalahgunaan narkotika seperti ini selalu diusahakan diselesaikan

secara internal keluarga karena ingin melindungi anggota keluarganya

dari ancaman pidana. Akibat dari sikap tidak melaporkan adanya tindak

pidana penyalahgunaan narkotika tersebut, maka anggota keluarga yang

tidak melaporkan tersebut dapat terkena sanksi pidana.

Prakteknya, anggota keluarga yang mengetahui salah satu anggota

keluarganya sebagai pengguna narkotika tetapi tidak melaporkannya,

tidak selalu dapat langsung diancam dengan Pasal 131 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dikarenakan unsur

kesengajaan tidak melapor yang disebutkan dalam Pasal 131 UU

Narkotika tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu unsur tersebut. Hal

pembuktian tersebut tidak mengecualikan orangtua yang tidak mengetahui

bahwa obat yang dikonsumsi oleh anaknya merupakan obat terlarang

atau narkotika.71

Penerapan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika sangat sulit diterapkan karena biasanya pasal ini

digunakan bagi pihak-pihak yang ditangkap ketika berkumpul dengan para

pengguna narkotika. Selain itu, alasan seseorang tidak melaporkan

anggota keluarganya yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan

narkotika juga dikarenakan orang tersebut tidak ingin nantinya

71 Ibid, h.50
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dipergunakan sebagai saksi yang dapat memberatkan suatu tindak pidana

penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh keluarganya tersebut.

Seseorang yang dapat dikatakan melakukan pembiaran tindak

pidana dan dapat di jerat dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang melihat secara

langsung terjadinya sebuah tindak pidana narkotika namun tidak

melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Kondisi demikian yang dapat

di katakan melakukan pembiaran tindak pidana dan dapat di jerat dengan

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka salah satu upaya

pemerintah menurunkan jumlah narkotika di Indonesia adalah meminta

peran masyarakat dari masyarakat untuk melaporkan kepada pihak

kepolisian atau BNN jika mengetahui adanya tindak pidana narkotika.

Masyarakat dalam hal ini bisa keluarga, orang lain, atau pecandu narkoba

itu sendiri. Keluarga maupun pecandu narkoba diingatkan untuk tidak ragu

melapor ke BNN agar dapat direhabilitasi.

BNN menjamin bebas hukum bagi pengguna narkoba yang

melaporkan diri. Dengan adanya laporan yang diberikan, para korban

akan direhabilitasi hingga sembuh, tanpa dipenjara. Hal ini sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

bahwa setiap pengguna narkoba yang melaporkan diri ke BNN untuk

direhabilitasi, maka terhadapnya tidak akan dijerat hukum. 72

72 Hari Sasangka, Op.Cit, h. 5
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B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-

akhir ini menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga

dengan kejahatan narkotika tidak lepas dari perkembangan tersebut.

Kejahatan narkotika (the drug trafficking industry), merupakan bagian dari

kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional

(Activities of Transnational Criminal Organizations) di samping jenis

kejahatan lainnya.73

Kejahatan narkotika yang merupakan bagian dari kejahatan

terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap

pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi

pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Narkotika

merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.74

Indonesia memandang bahwa kejahatan narkotika termasuk dalam

extraordinary crime (kejahatan luar biasa) yang sudah sangat merajalela

maka dari itu selayaknya diterapkan extraordinary law yang mana bahwa

dalam kondisi darurat tindak kejahatan yang merajalela, menjarah, dan

mengancam bangsa ini perlu sesegera mungkin dibinasakan dengan

73 Ibid, h. 5
74 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Lembaran Negara

Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).
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penegakan hukum yang seadil-adilnya dengan prosedur yang jelas dan

penegakan hukum seadil-adilnya.

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika

memerlukan suatu peraturan khusus yang mengatur tentang narkotika

yaitu Undang-Undang Nomor Tahun 1976 Tentang Narkotika kemudian

mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

Tentang Narkotika, namun pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah

merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.75

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang dapat

dipidana oleh hukum, maka beberapa negara berpendapat bahwa

perbuatan dan sikap batin seseorang dapat dipersatukan dan menjadi

syarat suatu perbuatan yang dapat dipidana. Siswanto berpendapat

bahwa asas tersebut adalah unsur actus reus harus didahulukan yaitu

perbuatan criminal (criminal act). Hal tersebut sejalan dengan syarat

pemidanaan (strafvoraus setzungen) yang mendahulukan adanya

perbuatan pidana. Setelah diketahui adanya suatu perbuatan pidana

sesuai rumusan undang-undang barulah diselidiki tentang sikap batin atau

niat pembuat atau pelakunya (mens rea).76

75 Harifin. A. Tumpa, Op.Cit, h. 59
76 Siswanto, Op.Cit, h. 250
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan 4 kategori

yang merupakan tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-

undang dan diancam dengan sanksi pidana, antara lain sebagai berikut :77

1. Kategori pertama, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memiliki,

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor

narkotika ( Terdapat pada Pasal 111 dan Pasal 112 untuk Narkotika

Golongan I, Pasal 117 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 122 untuk

Narkotika Golongan III dan Pasal 129 Huruf (a)).

2. Kategori kedua, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memproduksi,

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor

narkotika ( Terdapat pada Pasal 113 untuk Narkotika Golongan I,

Pasal 118 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 123 untuk Narkotika

Golongan III, dan Pasal 129 (b))

3. Kategori ketiga, yaitu perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika

(Terdapat pada Pasal 114 dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I,

Pasal 119 dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 124 dan

Pasal 126 untuk Golongan Narkotika Golongan III, dan Pasal 129 c)).

4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa,

mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekusor

narkotika ( Terdapat pada Pasal 115 untuk Golongan I, Pasal 120

77 Ibid, h.256
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untuk Narkotika Golongan II, Pasal 125 untuk Narkotika Golongan III,

dan Pasal 129 (d)).

Berdasarkan kategori tersebut di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, jenis-jenis tindak pidana narkotika yang terdapat dalam

ketentuan yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang Narkotika dapat

dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya sebagai berikut :78

1. Tindak Pidana yang berkaitan dengan penggolongan narkotika, dan

prekusor narkotika, meliputi :

a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai,

menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan

bukan tanaman, narkotika golongan II.

b. Pengadaan dan peredaran narkotika golongan I, II, dan golongan III

yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

yaitu :

1) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan

narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan

III.

2) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika

golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.

3) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika

golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.

78 Ibid, h.25-29
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4) Menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain, atau

memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, narkotika

golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.

5) Setiap penyalahguna narkotika golongan I, narkotika golongan II,

dan narkotika golongan III bagi diri sendiri.79

2. Tindak Pidana Orang Tua/ Wali dari Pecandu Narkotika yang Belum

Cukup Umur.80 Tindak Pidana yang berkaitan dengan orang tua atau

wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak

melaporkan adanya tindak Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal

129.

3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi.81 Dalam hal tindak

Pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129

yang dilakukan oleh Korporasi atau dilakukan secara terorganisasi.

4. Tindak Pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak

Pidana Narkotika.82 Setiap orang yang sengaja tidak melaporkan

adanya tindak pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 129.

79 Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062
Tahun 2009).

80 Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062
Tahun 2009).

81 Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062
Tahun 2009).

82 Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062
Tahun 2009).
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5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Pemufakatan Jahat

Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor.83 Percobaan atau

pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan

prekusor narkotika dalam Pasal 111 sampai degan Pasal 126 dan

Pasal 129 dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya

ditambah sepertiga, tapi pemberatan pidana tersebut tidak berlaku bagi

tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun.

6. Tindak Pidana berkaitan dengan Pemanfaatan Anak.84 Menyuruh,

membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk

anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam

Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129.

7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika dan Keluarganya yang Tidak

Melaporkan Diri.85 Pecandu narkotika yang sudak cukup umur dan

dengan sengaja tidak melaporkan diri atau keluarga dari pecandu

narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika

tersebut.

83 Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062
Tahun 2009).

84 Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062
Tahun 2009).

85 Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062
Tahun 2009).
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8. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau

Prekusor Narkotika.86:

a. Menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan,

menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan,

menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan,

dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda, atau asset baik

dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud

atau tidak berwujud, yang berasal dari tindak pidana narkotika

dan/atau tindak pidana prekusor narkotika

b. Menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan,

penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran investasi,

simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau

asset, baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak,

berwujud maupun tidak berwujud yang diketahui berdasar dari

tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekusor narkotika.

9. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para pejabat yang

berkaitan dengan narkotika, meliputi :

a. Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban

menurut Pasal 45.87

86 Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062
Tahun 2009).

87 Pasal 135 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062
Tahun 2009).



66

b. Pimpian rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai

pengobatan, sarana penyimpanan persediaan farmasi milik

pemerintah, dan apotek yang mengedarkan narkotika golongan II

dan III bukan untuk kepentingan masyarakat.88

c. Pimpinan, lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli,

menyimpan atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk

kepentingan ilmu pengetahuan.89

d. Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi narkotika

golongan I bukan untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan.90

e. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika

golongan I yaitu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan atau mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.91

f. Nahkoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum

tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 atau Pasal 28

(Pasal 139).

88 Pasal 147 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062
Tahun 2009).

89Pasal 147 hurfuf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062
Tahun 2009).

90 Pasal 147 hurfuf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062
Tahun 2009).

91Pasal 147 hurfuf (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062
Tahun 2009).
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g. Penyidik Pengawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak

melaksanakan ketentuan dalam Pasal 88 dan Pasal 89 (Pasal 140

ayat (1)).

h. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN

yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 87, Pasal 89,

Pasal 90, Pasal 91 ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1),

ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) (Pasal 140 ayat (2)).

i. Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak

melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) pidana penjara

dan pidana denda (Pasal 141).

j. Petugas Laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau

secara melawan hukum tidak melakukan kewajiban tidak

melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut

umum, dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda.92

k. Ketentuan lain dalam rangka pemeriksaan terhadap tindak pidana

narkotik, meliputi:

1) Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta

penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika

dan/atau tindak pidana prekusor narkotika di muka sidang

pengadilan.93

92 Pasal 142 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062
Tahun 2009).

93 Pasal 138 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062
Tahun 2009).
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2) Narkotika dan prekusor narkotika serta hasil-hasil yang

diperoleh dari tindak pidana prekusor narkotika dan/atau tindak

pidana prekusor narkotika, baik berupa asset dalam bentuk

benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak

berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan

untuk melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana

prekusor narkotika dirampas untuk negara.94

3) Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam

pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekusor

narkotika di muka pengadilan dipidana dengan pidana penjara

dan pidana denda.95

C. Sanksi Pidana Terhadap Pecandu Narkotika Yang Tidak
Melakukan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika merupakan sebuah

upaya untuk memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan

pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial. Tujuan dari pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika adalah

untuk mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam

meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada di

bawah pengawasan dan bimbingannya, selain itu pelaksanaan wajib lapor

juga sebagai bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan

94 Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062
Tahun 2009).

95 Pasal 143 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika(Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5062 Tahun 2009).
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kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkotika.

Mendeteksi penyalahguna narkotika, disamping dengan

pelaksanaan test narkotika, para pecandu narkotika yang sudah dewasa

ataupun yang belum dewasa dihimbau agar segera melaporkan kasus

kecanduannya untuk menjalani terapi rehabilitasi ditempat-tempat terapi

rehabilitasi. Proses melaporkan diri itulah yang disebut wajib lapor.

Kegiatan wajib lapor ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25

Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Pasal 54 UU Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika

dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis

dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian jelas bahwa apabila ada

penyalahguna narkotika secepat mungkin yang bersangkutan (apabila

sudah dewasa) ataupun orang tua dari penyalahguna (apabila

penyalahguna belum cukup umur) segera melaksanakan wajib lapor agar

penyalah guna tersebut segera menjalani rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial. Masyarakat di sekitarnya harus memprakasai kegiatan

wajib lapor ini agar segera dapat mencapai lingkungan bebas Narkoba.

Wajib Lapor Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima

Wajib Lapor, Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit dan atau lembaga

rehabilitasi medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh

Menteri Kesehatan Nomor 1305/MENKES/SK/VI/2011 Tentang Institusi

Penerima Wajib Lapor. Disamping itu, lembaga rehabilitasi sosial sebagai
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Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Wajib lapor dilakukan dengan melaporkan pecandu narkotika

kepada Institusi Penerima Wajib Lapor. Dalam hal ini laporan dilakukan

selain pada Institusi Penerima Wajib Lapor, petugas yang menerima

laporan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor. Pecandu

yang telah melaksanakan wajib lapor dimaksud, wajib menjalani

rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana

rehabilitasinya. Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan

atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan

mempertimbangkan hasil asesmen. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan

baik di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan

rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

Pecandu narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi

dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan

partisipasi masyarakat. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud, dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintah dibidang sosial dan Badan Narkotika Nasional.

Di Indonesia, ada beragam perbuatan atau tindakan yang

dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika. Bukan saja menanam,

memelihara, menguasasi mengkonsumsi dan menyalahguna, tetapi juga

memperdagangkan, mengimpor, ekspor, dan memproduksi. Orang yang
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tidak melaporkan perbuatan pidana narkotika tetapi mengetahui langsung

perbuatan itu dapat terancam pidana.

Syarat penting untuk dipidananya perbuatan itu adalah dilakukan

tanpa hak dan melawan hukum. Artinya, jika penguasaan atas narkotika

dilakukan oleh orang yang berhak, seperti dokter yang akan membius dan

dilakukan tanpa melawan hukum, maka penggunaan narkotika dapat

dibenarkan menurut hukum.96

Berdasarkan konsep rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2)

UU Narkotika bahwa seorang pecandu narkotika juga tidak dapat dituntut

secara pidana. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib

melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan

masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis atau

rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial.

Pecandu narkotika yang sudah dewasa atau keluarganya

melaporkan diri ke fasilitas rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah untuk

mendapatkan pengobatan atau perawatan, maka pecandu sangat

mungkin tidak dituntut secara pidana jika tertangkap. Syaratnya, sebelum

96 Hasil Wawancara dengan Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga
Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi Kepolisian Sektor Aceh Selatan, Rabu 08 Pebruari 2023
Pukul 10.00 Wib

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57199c2177e74/node/758/peraturan-menteri-sosial-no-08-tahun-2014-pedoman-rehabilitasi-sosial-pecandu-narkotika-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-yang-berhadapan-dengan-hukum-di-dalam-lembaga-rehabilitasi-sosi
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penangkapan itu pecandu sedang atau sudah dua kali menjalani

perawatan medis.97

Alasan tidak menuntut pecandu itu diatur tegas dalam Pasal 128

ayat (3) UU Narkotika yang menyebutkan pecandu narkotika yang telah

cukup umur sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (2) UU Narkotika yang

sedang menjalani rehabilitasi medis dua kali masa perawatan dokter di

rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk pemerintah

tidak dapat dituntut pidana.

Pasal 107 UU Narkotika menentukan bahwa masyarakat dapat

melaporkan tindak pidana narkotika. Masyarakat dapat melaporkan

kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya

penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Ini merupakan salah satu bentuk atau wujud peran serta masyarakat

dalam pemberantasan penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika.

UU Narkotika mewajibkan kepada setiap orang termasuk orang tua

dan anggota keluarga lainnya yang mengetahui adanya tindak pidana

penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota keluarganya

untuk melaporkan anggota keluarganya tersebut kepada kepolisian atau

pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial. UU Narkotika memberi ancaman kepada

siapapun yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan

narkotika namun tidak melaporkannya.

97 Hasil Wawancara dengan Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga
Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi Kepolisian Sektor Aceh Selatan, Rabu 08 Pebruari 2023
Pukul 10.00 Wib
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Pasal 131 UU Narkotika yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan

sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116,

Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal

123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat

(1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah).”

Pidana tidak ditujukan bagi orang-orang yang mengetahui adanya

tindak pidana narkotika saja, tetapi bagi orang tua yang tidak melaporkan

anaknya sebagai pecandu yang masih belum cukup umur dapat di pidana

dengan pidanapenjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda

paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana diatur

dalam Pasal 128 UU Narkotika.

Seseorang yang mengetahui adanya keberadaaan bahan-bahan

narkotika namun tidak melaporkannya tetap dapat dikenakan Pasal 131

UU Narkotika yang menjelaskan tiga unsur, pertama unsur setiap orang,

kedua unsur dengan sengaja dan yang ketiga tidak melaporkan adanya

tindakan pidana narkotika. Memenuhi unsur pada pasal tersebut, yang

bersangkutan dapat dikenakan pasal tersebut dengan ancaman hukuman

sau tahun penjara dan atau denda maksimal Rp. 50 juta. Bersamaan

dengan itu, jika yang bersangkutan terbukti positif, juga akan menjalani

rehabilitasi.
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Pasal Pasal 131 UU Narkotika menyiratkan bahwa setiap orang

yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya

kepada pihak yang berwajib. Rumusan Pasal 131 UU Narkotika

menimbulkan beberapa penafsiran di dalamnya, mengenai apakah

seseorang yang diwajibkan melapor ini haruslah melihat secara langsung

ataukah atau cukup hanya dengan menerima informasi dari orang lain pun

ia harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Oleh karena itu di

butuhkan pengklasifikasian yang jelas tentang kategori pembiaran tindak

pidana di dalam Pasal 131 UU Narkotika, antara lain seperti apakah

seseorang harus melihat langsung ataukah cukup dengan mengetahui

informasi tentang terjadinya tindak pidana tersebut sehingga seseorang

dapat di kategorikan melakukan perbuatan pembiaran tindak pidana

narkotika terkait dengan Pasal 131 U UU Narkotika.

Berdasarkan ketentuan Pasal 131 UU Narkotika tersebut, maka

terdapat tuntutan hukum bagi anggota keluarga yang tidak melapor

apabila ada terjadi penyalahgunaan narkotika di keluarganya. Pada

umumnya kasus penyalahgunaan narkotika seperti ini selalu diusahakan

diselesaikan secara internal keluarga karena ingin melindungi anggota

keluarganya dari ancaman pidana. Akibat dari sikap tidak melaporkan

adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut, maka anggota

keluarga yang tidak melaporkan tersebut dapat terkena sanksi pidana.

Prakteknya, anggota keluarga yang mengetahui salah satu anggota

keluarganya sebagai pengguna narkotika tetapi tidak melaporkannya,
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tidak selalu dapat langsung diancam dengan Pasal 131 UU Narkotika. Hal

tersebut dikarenakan unsur kesengajaan tidak melapor yang disebutkan

dalam Pasal 131 UU Narkotika tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu

unsur tersebut. Hal pembuktian tersebut tidak mengecualikan orangtua

yang tidak mengetahui bahwa obat yang dikonsumsi oleh anaknya

merupakan obat terlarang atau narkotika.

Penerapan Pasal 131 UU Narkotika sangat sulit diterapkan karena

biasanya pasal ini digunakan bagi pihak-pihak yang ditangkap ketika

berkumpul dengan para pengguna narkotika. Selain itu, alasan seseorang

tidak melaporkan anggota keluarganya yang melakukan tindak pidana

penyalahgunaan narkotika juga dikarenakan orang tersebut tidak ingin

nantinya dipergunakan sebagai saksi yang dapat memberatkan suatu

tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh keluarganya

tersebut.

Seseorang yang dapat dikatakan melakukan pembiaran tindak

pidana dan dapat di jerat dengan Pasal 131 UU Narkotika adalah orang

yang melihat secara langsung terjadinya sebuah tindak pidana narkotika

namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Kondisi

demikian yang dapat di katakan melakukan pembiaran tindak pidana dan

dapat di jerat dengan Pasal 131 UU Narkotika.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka salah satu upaya

pemerintah menurunkan jumlah narkotika di Indonesia adalah meminta

peran masyarakat dari masyarakat untuk melaporkan kepada pihak
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kepolisian atau BNN jika mengetahui adanya tindak pidana narkotika.

Masyarakat dalam hal ini bisa keluarga, orang lain, atau pecandu narkoba

itu sendiri. Keluarga maupun pecandu narkoba diingatkan untuk tidak ragu

melapor ke BNN agar dapat direhabilitasi.

BNN menjamin bebas hukum bagi pengguna narkoba yang

melaporkan diri. Dengan adanya laporan yang diberikan, para korban

akan direhabilitasi hingga sembuh, tanpa dipenjara. Hal ini sesuai dengan

ketentuan UU Narkotika bahwa setiap pengguna narkoba yang

melaporkan diri ke BNN untuk direhabilitasi, maka terhadapnya tidak akan

dijerat hukum. 98

98 Hasil Wawancara dengan Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga
Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi Kepolisian Sektor Aceh Selatan, Rabu 08 Pebruari 2023
Pukul 10.00 Wib


